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ABSTRAK

Dalam praktik surogasi menjadi isu yang menimbulkan perdebatan kompleks antara
aspek hukum, etika, dan hak asasi manusia. Penelitian ini mengangkat dua rumusan
masalah, yaitu: 1) Surogasi dalam perspektif Hak Keschatan Reproduksi, dan 2)
Formulasi Aturan tentang Surogasi berdasarkan Hak Kesehatan Reproduksi. Jenis
penelitian ini merupakan penelitan hukum nommatif dengan menggunakan
pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan
perbandingan serta menggunakan bahan hukum sekunder yang diperoleh dari studi
kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, praktik surogasi
tidak diakui dan bertentangan dengan hukum positif Indonesia karena tidak sesuai
dengan ketentuan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
yang menegaskan bahwa reproduksi berbantu hanya dapat dilakukan oleh pasangan
suami istri yang sah dengan penanaman hasil pembuahan pada rahim istri sendiri.
Larangan terhadap surogasi juga diperkuat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 28
Tahun 2024 dan prinsip moral yang menolak keterlibatan pihak ketiga dalam proses
reproduksi. Berdasarkan hasil perbandingan dengan negara India, Italia, dan Perancis,
ditemukan bahwa India menerapkan pendekatan regulatif terbatas, sedangkan Italia
dan Perancis bersifat prohibitif dengan dasar moral dan etis. Penelitian ini.
menyimpulkan bahwa praktik surogasi di Indonesia bertentangan dengan prinsip
perlindungan hak kesehatan reproduksi, martabat perempuan, dan kepastian hukum
anak, sehingga diperlukan formulasi aturan tentang surogasi berdasarkan Hak
Kesehatan Reroduksi yaitu dengan menambahkan pasal dalam UU Kesehatan yang
secara cksplisit menyebutkan larangan Surogasi dan dirumuskannya sanksi bagi
pelaku surogasi (untuk yang menawarkan, surrogate mother / ibu pengganti, serta
Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang Kesehatan yang membantu surogasi.

Kata Kunci: hukum kesehatan, hak kesehatan reproduksi, surogasi
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ABSTRACT

In practice, surrogacy has become an issue that raises complex debates between legal,
ethical, and human rights aspects. This study raises two problem formulations,
namely: 1) Surrogacy from the perspective of Reproductive Health Rights, and 2)
Formulation of Rules on Surrogacy based on Reproductive Health Rights. This type
of research is a normative legal research using a legislative approach, a conceptual
approach, and a comparative approach, as well as using secondary legal materials
obtained from literature studies. The results of the study indicate that normatively, the
practice of surrogacy is not recognized and is contrary to positive Indonesian law
because it does not comply with the provisions of Article 58 of Law Number 17 of
2023 concerning Health, which states that assisted reproduction can only be carried
out by legally married couples by implanting the results of fertilization in the wife's
own uterus. The prohibition on surrogacy is also reinforced by Government
Regulation Number 28 of 2024 and moral principles that reject the involvement of
third parties in the reproductive process. Based on the results of comparisons with
India, Italy, and France, it was found that India applies a limited regulatory
approach, while Italy and France are prohibitive on moral and ethical grounds. This
study concludes that the practice of surrogacy in Indonesia is contrary to the
principles of protecting reproductive health rights, women's dignity, and legal
certainty for children, so it is necessary to formulate regulations on surrogacy based
on Reproductive Health Rights, namely by adding articles in the Health Law that
explicitly state the prohibition of Surrogacy and formulating sanctions for surrogacy
practitioners (for those who offer, surrogate mothers, and Human Resources (HR) in
the Health sector who assist with surrogacy.

Keywords: health law, reproductive health rights, surrogacy
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